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Abstrak 

Penelitian ini mengeksplorasi diskrepansi antara fatwa DSN-MUI tentang akad ijārah dan 

praktik akad yang diterapkan oleh platform crowdfunding non-profit Kitabisa.com dalam 

pengumpulan dana sosial digital di Indonesia. Metode yang digunakan dalam studi ini adalah 

pendekatan kualitatif dengan analisis isi terhadap dokumen fatwa, kebijakan platform, dan 

literatur yang relevan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa penerapan akad ijārah dalam 

pengelolaan dana sosial digital di Kitabisa.com tidak sepenuhnya sesuai dengan rukun dan 

syarat ijārah dalam fatwa DSN-MUI, terutama dalam hal kejelasan objek manfaat, ujrah, dan 

waktu akad. Selain itu, akad ijārah dianggap kurang relevan untuk digunakan dalam konteks 

penghimpunan dana sosial yang bersifat tabarru’, karena lebih cocok untuk transaksi 

komersial. Ketidaksesuaian ini berpotensi menimbulkan gharar, mengurangi transparansi, 

dan dapat menurunkan kepercayaan publik terhadap platform. Sebagai alternatif, penelitian 

ini merekomendasikan penerapan akad wakālah bi al-ujrah dan tabarru’ yang lebih sesuai 

dengan prinsip syariah serta tujuan filantropi sosial. Penyesuaian akad dan regulasi yang 

responsif sangat diperlukan untuk memastikan kepatuhan syariah, meningkatkan 

kepercayaan masyarakat, dan memperkuat ekosistem ekonomi syariah digital di Indonesia. 

 

Kata Kunci: Fatwa DSN-MUI, Akad Ijārah, Crowdfunding Sosial Digital  

 

Abstract 

This study explores the discrepancy between the DSN-MUI fatwa on the ijārah contract and 

the contract practices applied by the non-profit crowdfunding platform Kitabisa.com in 

digital social fundraising in Indonesia. The method used in this study is a qualitative 

approach with content analysis of fatwa documents, platform policies, and relevant 

literature. The findings of this study indicate that the application of the ijārah contract in the 

management of digital social funds on Kitabisa.com is not fully in accordance with the 

principles and conditions of ijarah according to the DSN-MUI fatwa, particularly regarding 

the clarity of the object of benefit, ujrah, and the timing of the contract. Additionally, the 

ijārah contract is considered less relevant for use in the context of social fund collection, 

which is of a tabarru’ nature, as it is more suitable for commercial transactions. This 

inconsistency has the potential to cause gharar, reduce transparency, and diminish public 

trust in the platform. As an alternative, this study recommends the application of the wakālah 

bi al-ujrah and tabarru’ contracts, which are more consistent with Sharia principles and the 

objectives of social philanthropy. Adjustments to the contracts and responsive regulations 

are essential to ensure Sharia compliance, enhance public trust, and strengthen the digital 

Sharia economy ecosystem in Indonesia. 
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PENDAHULUAN 

Perkembangan crowdfunding sosial digital di Indonesia sangat berkaitan erat 

dengan kemajuan dalam teknologi informasi dan komunikasi yang telah mengubah cara 

masyarakat berdinamika, berkomunikasi dan berpartisipasi pada kegiatan sosial. Platform 

digital seperti Kitabisa.com merupakan contoh konkret bagaimana ruang partisipatif yang 

terbuka dan inklusif dapat diwujudkan dan memfasilitasi masyarakat untuk turut serta 

secara langsung dalam mendukung berbagai isu sosial melalui mekanisme penggalangan 

dana secara online.(Nurhamdani, Asyifa Khumaira.Charis, Jessica Caroline. Gabriella, 

2024) Fenomena ini semakin diperkuat oleh hadirnya teknologi keuangan (fintech) yang 

menawarkan solusi yang efisien dan inovatif dalam mengakses serta mengelola layanan 

keuangan termasuk penggalangan dana secara kolektif. Crowdfunding kini memainkan 

peran penting dalam mendukung inisiatif sosial melalui kontribusi daring sehingga 

memperluas akses masyarakat terhadap kegiatan filantropi dan solidaritas sosial. 

Pertumbuhan crowdfunding syariah menunjukkan tren yang menggembirakan, 

menawarkan alternatif layanan keuangan yang sejalan dengan prinsip syariah. Sejak 

mulai dikenal pada tahun 2009, crowdfunding syariah di Indonesia telah berkembang 

dalam berbagai model, seperti berbasis sumbangan (donation-based), berbasis imbalan 

(reward-based), berbasis aset (asset-bassed), dan berbasis ekuitas (equity-bassed). 

Namun, tantangan yang dihadapi ke depan masih cukup signifikan, termasuk masalah 

kepercayaan masyarakat, inovasi dalam akad dan juga integrasi dengan institusi keuangan 

lainnya.(Nelly et al., 2022) Crowdfunding sosial digital telah menjadi pilar penting dalam 

memperkuat partisipasi publik, memperluas akses keuangan, dan mendukung gerakan 

sosial di Indonesia, meskipun dalam praktiknya tetap membutuhkan inovasi regulasi dan 

penguatan tata kelola agar dapat memberikan manfaat optimal bagi masyarakat. 

Kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam platform penggalangan dana sosial 

sangat krusial untuk menjamin bahwa seluruh tahapan pengumpulan, pengelolaan, dan 

penyaluran dana dilakukan sesuai dengan prinsip. Hal ini mencakup larangan terhadap 

elemen riba, maysir (spekulasi), dan gharar (ketidakpastian) serta mengawasi bahwa 

dana yang terhimpun dialokasikan untuk tujuan yang halal dan sesuai dengan 

syariat.(Umardani, 2021) Kepatuhan terhadap syariah juga memberikan kepastian kepada 

para donatur dan penerima manfaat bahwa transaksi yang dilakukan tidak hanya legal 

menurut hukum yang berlaku, tetapi juga memiliki nilai ibadah dan bebas dari praktik 

yang dilarang oleh agama. Selain hal tersebut, penerapan prinsip syariah dapat 

meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kepercayaan masyarakat terhadap platform 

crowdfunding sehingga mendorong partisipasi yang lebih luas dari masyarakat dalam 

kegiatan filantropi digital.(Rasad Musfik R et al., 2023) Platform-platform yang 

berkembang di Indonesia seperti Kitabisa.com telah menerapkan berbagai metode untuk 

memastikan bahwa proyek-proyek yang dilaksanakan tidak bertentangan dengan prinsip 

syariat Islam, mulai dari proses verifikasi kampanye hingga pemilihan tujuan donasi yang 

sejalan dengan nilai-nilai Islam. Meskipun demikian, permasalahan yang terjadi masih 
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tetap kompleks dan memerlukan adanya perhatian, terutama dalam memastikan bahwa 

setiap akad dan mekanisme bisnis yang diterapkan telah benar-benar selaras dengan fatwa 

DSN-MUI dan prinsip syariah secara substansial, bukan hanya secara administratif.(A. 

F. Aprilio & Utami, 2024)  

Sejumlah penelitian telah menganalisis kepatuhan terhadap syariah serta 

pelaksanaan akad dalam layanan keuangan digital, terutama dalam ranah crowdfunding 

dan fintech syariah. Penelitian yang dilakukan oleh Indriana et al. (2022), Setiawan et al. 

(2023), dan Nurhaidah & Batubara (2023) menekankan signifikansi penerapan prinsip-

prinsip syariah secara komprehensif dalam bisnis digital, mencakup aspek keadilan, 

transparansi informasi, dan tanggung jawab sosial sesuai dengan pedoman yang diatur 

oleh fatwa DSN-MUI mengenai operasional bisnis daring (Zuheri & Ghozali, 

2025) Namun sebagian besar penelitian ini lebih berfokus pada e-commerce dan belum 

secara mendalam membahas permasalahan akad dalam penggalangan dana sosial. Selain 

itu, penelitian yang dilakukan terkait praktik akad dalam fintech syariah, seperti yang 

terobservasi pada platform Dana Syariah menunjukkan adanya ketidakcocokan antara 

akad yang diterapkan (murābahah dan wakālah bi al-ujrah) dengan prinsip-prinsip 

syariah yang telah putuskan oleh fatwa DSN-MUI. Ketidakcocokan ini dapat berpotensi 

menimbulkan masalah hukum dan etika dalam praktik keuangan syariah. Penelitian 

tersebut menekankan pentingnya verifikasi dan penyesuaian akad untuk mencegah 

terjadinya pelanggaran terhadap prinsip ekonomi Islam dalam praktik crowdfunding 

syariah (Fahrunisa & Nafisah, 2023) .  

Temuan ini penting untuk konteks Kitabisa.com, di mana perjanjian yang 

diterapkan juga berpotensi tidak sepenuhnya sejalan dengan fatwa DSN-MUI. Selain itu, 

literatur mengenai equity crowdfunding syariah menekankan bahwa model crowdfunding 

syariah yang ideal harus mematuhi prinsip syariah dan berada di bawah pengawasan 

Dewan Pengawas Syariah dengan perjanjian yang jelas seperti musyārakah dan semangat 

ta’āwun (tolong-menolong).(Tripalupi, 2019) Penelitian ini juga menekankan pentingnya 

penetapan akad yang tepat agar tidak terjadi kebingungan antara tujuan sosial dan 

mekanisme bisnis komersial. Secara garis besar, penelitian-penelitian sebelumnya 

menegaskan pentingnya spesifikasi akad yang sesuai dengan konteks, transparansi, serta 

kepatuhan terhadap fatwa DSN-MUI dalam setiap inovasi layanan keuangan digital, 

termasuk crowdfunding sosial. Namun, studi yang secara khusus menganalisis perbedaan 

antara fatwa DSN-MUI mengenai akad ijārah dan praktik di platform crowdfunding non-

profit seperti Kitabisa.com masih sangat terbatas sehingga penelitian ini diharapkan dapat 

mengisi kekosongan tersebut. 

Isu sentral dalam penelitian ini adalah bagaimana diskrepansi antara ketentuan 

fatwa DSN-MUI mengenai akad ijārah dan praktik yang dilakukan oleh platform 

crowdfunding non-profit seperti Kitabisa.com. Perbedaan ini muncul karena fatwa DSN-

MUI yang tercatat dalam Fatwa No. 44/DSN-MUI/VII/2004, mengharuskan adanya 

kejelasan mengenai manfaat, ujrah (imbalan), waktu, serta objek akad yang spesifik. 

Namun, Kitabisa.com menerapkan skema pengambilan fee dari dana donasi dengan dasar 

akad ijārah, meskipun objek dan tujuannya lebih bersifat tabarru’ (kebajikan) daripada 
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pertukaran jasa secara komersial. Masalah ini juga mirip dengan temuan di sektor lain 

yang menunjukkan bahwa akad ijārah tidak memenuhi standar dan ketentuan yang 

ditetapkan dalam fatwa DSN-MUI, seperti ketidakjelasan objek, waktu, dan ujrah yang 

dapat mengakibatkan akad dianggap cacat atau batal secara syariah.(Ramdhani et al., 

2023) Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini berfokus pada "apa diskrepansi antara 

fatwa DSN-MUI mengenai akad ijārah dan praktik akad yang diterapkan oleh 

Kitabisa.com dalam penggalangan dana sosial serta dampaknya terhadap kepatuhan 

syariah dalam crowdfunding non-profit digital?" 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam diskrepansi yang 

terjadi antara ketentuan fatwa DSN-MUI tentang akad ijārah dan praktik akad yang 

diterapkan oleh platform crowdfunding non-profit Kitabisa.com dalam penggalangan 

dana sosial digital. Dengan menyoroti aspek ketidaksesuaian konteks akad yang 

digunakan. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan wawasan teoritis berupa 

pemetaan isu-isu akad dalam praktik crowdfunding sosial serta menawarkan rekomendasi 

spesifikasi akad yang lebih tepat dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Selain itu, 

penelitian ini juga berkontribusi secara praktis dengan memberikan masukan bagi 

regulator, pengelola platform, dan masyarakat untuk meningkatkan kepatuhan syariah, 

transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana sosial digital di Indonesia.  

 

METODE PENELITIAN 

Jenis penelitian yang diterapkan dalam kajian ini adalah penelitian kualitatif 

dengan pendekatan analisis isi (content analysis). Tujuan dari pendekatan ini adalah 

untuk mengidentifikasi, mengklasifikasikan, dan menganalisis makna, tema, serta pola 

yang muncul dari dokumen, teks, atau data yang berkaitan dengan permasalahan 

ketidaksesuaian antara fatwa DSN-MUI dan praktik akad di platform crowdfunding non-

profit seperti Kitabisa.com. Melalui analisis ini, peneliti dapat mengeksplorasi 

keterkaitan antar konsep, memahami konteks sosial dan norma yang ada serta 

menginterpretasikan makna di balik praktik akad yang dilakukan oleh platform digital 

tersebut.(Gkevrou & Stamovlasis, 2022). 

Dalam pelaksanaan penelitian ini, akan dilakukan pengumpulan data primer dan 

sekunder yang mencakup fatwa DSN-MUI, dokumen kebijakan serta ketentuan dari 

platform Kitabisa.com, serta literatur yang relevan. Data yang diperoleh selanjutnya akan 

dianalisis secara sistematis melalui langkah-langkah seperti reduksi data, pengelompokan 

tema, penafsiran makna, dan penyampaian hasil analisis. Keabsahan hasil penelitian 

dijamin melalui triangulasi sumber dan interpretasi mendalam terhadap data yang telah 

diteliti.(Im et al., 2023) Pendekatan ini sangat relevan untuk mengkaji fenomena sosial-

keagamaan yang kompleks dan dinamis, serta menghasilkan pemahaman yang 

komprehensif dan kontekstual. 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

Deskripsi Praktik Akad di Kitabisa.com 

Skema pengumpulan dana di Kitabisa.com dimulai dengan inisiasi kampanye oleh 

individu, kelompok, atau organisasi yang bertujuan untuk menggalang dana bagi 

kepentingan sosial tertentu. Platform ini memudahkan proses pengumpulan dana secara 

daring, menawarkan berbagai metode pembayaran, serta fitur untuk membagikan 

kampanye di media sosial agar dapat memperluas jangkauan dan partisipasi masyarakat. 

Setelah dana terkumpul, Kitabisa.com melaksanakan proses verifikasi dan pengawasan 

untuk menjamin transparansi dan keamanan penyaluran dana kepada penerima 

manfaat.(A. F. F. U. Aprilio., 2024) Terkait dengan mekanisme biaya (fee), Kitabisa.com 

menerapkan pemotongan biaya administrasi sebesar 5% dari total donasi yang berhasil 

terkumpul. Biaya ini langsung diambil dari dana donasi sebelum disalurkan kepada 

penerima manfaat dan menjadi tanggung jawab donatur, bukan pemilik kampanye. 

Apabila kampanye tidak mendapatkan donasi selama periode promosi, maka tidak ada 

biaya administrasi yang dikenakan. Namun, detail mengenai biaya sewa dan batasan 

waktu penggunaan platform tidak dijelaskan secara rinci di awal, sehingga dapat 

menimbulkan kebingungan bagi pengguna.(Fikriawan, 2018) Pada dasarnya, 

Kitabisa.com telah berupaya memastikan bahwa proyek-proyek yang dijalankan tidak 

bertentangan dengan prinsip syariah, seperti larangan riba, spekulasi, maupun praktik 

yang dilarang. Namun, aspek transparansi mengenai detail biaya jasa dan akad yang 

digunakan masih menjadi catatan penting untuk perbaikan ke depan. 

Berdasarkan hasil studi dan analisis hukum terkait bisnis Islam, Kitabisa.com 

dalam pelaksanaannya menerapkan akad ijārah (sewa-menyewa) sebagai dasar perjanjian 

antara pemilik kampanye (campaign owner) dan Kitabisa sebagai penyedia platform. 

Dalam model ini, Kitabisa.com berfungsi sebagai pihak yang "menyewakan" layanan 

platform digital kepada pemilik kampanye dengan imbalan berupa biaya (fee) jasa sebesar 

5% yang diambil dari total donasi yang terkumpul dan dibebankan kepada para donatur. 

Namun, penelitian juga menunjukkan bahwa jumlah biaya sewa dan durasi penggunaan 

platform tidak dijelaskan dengan jelas sehingga menimbulkan potensi ketidakpastian 

(gharar) dalam perjanjian tersebut.Ibid,. Di samping akad ijārah, terdapat pandangan 

dalam literatur keuangan syariah yang menyatakan bahwa akad wakālah (perwakilan) 

bisa menjadi pilihan yang lebih tepat untuk pengelolaan dana sosial, sebagaimana 

diterapkan dalam pengelolaan dana haji di Indonesia.(Fauziah et al., 2023) Namun, 

hingga saat ini, Kitabisa.com secara umum masih mengacu pada akad ijarah dalam 

mekanisme pengambilan fee layanan pada penggalangan dana sosial digital.(Fikriawan, 

2018) 

 

Analisis Fatwa DSN-MUI tentang Akad Ijārah 

Rukun dan syarat dalam akad ijārah menurut fatwa DSN-MUI mencakup beberapa 

elemen penting yang harus dipenuhi agar akad tersebut diakui sah menurut syariah. 

Merujuk pada Fatwa DSN-MUI No. 09/DSN-MUI/VI/2000 mengenai Pembiayaan 
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Ijārah serta Fatwa No. 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Ijārah, rukun dan syarat 

ijārah terdiri dari hal-hal berikut:(Suliyono et al., 2024) 

1. Rukun ijārah: 

a. Pihak-pihak yang berakad, yaitu mu’jir (pemberi sewa) dan musta’jir (penyewa), 

b. Objek akad (manfaat barang atau jasa yang disewakan), 

c. Ujrah (upah sewa), upah tersebut harus diketahui dengan jelas jumlahnya dalam 

bentuk nominal bukan persentase,(Efriadi, 2023) 

d. Sīghat (ijab qabul atau pernyataan akad).  

2. Syarat ijārah: 

a. Manfaat atau jasa yang disewakan harus jelas, spesifik, dan dapat 

diserahterimakan. 

b. Ujrah harus diketahui secara pasti di awal akad, baik bentuk maupun nominalnya, 

dan tidak boleh dikaitkan dengan nilai pokok atau jumlah pinjaman. 

c. Waktu sewa harus jelas dan disepakati kedua belah pihak. 

d. Pihak yang menyewakan harus benar-benar memiliki kemampuan untuk 

menyediakan manfaat atau jasa yang dijanjikan. 

e. Tidak boleh ada unsur gharar (ketidakjelasan), riba, atau spekulasi dalam akad. 

Jika salah satu rukun atau syarat ini tidak terpenuhi, maka akad ijārah dianggap 

tidak sah menurut fatwa DSN-MUI. Dalam praktiknya, pelanggaran terhadap kejelasan 

objek, ujrah, atau waktu sering menjadi sumber permasalahan dalam penerapan akad 

ijārah di berbagai sektor termasuk pada layanan digital dan pengelolaan dana sosial. 

Praktik akad ijārah di Kitabisa.com menunjukkan beberapa ketidaksesuaian 

dengan ketentuan fatwa DSN-MUI. Sesuai dengan fatwa DSN-MUI, akad ijārah harus 

memenuhi syarat kejelasan objek manfaat atau jasa, transparansi ujrah (biaya), serta 

kejelasan waktu akad. Namun dalam praktiknya, Kitabisa.com memotong biaya sebesar 

5% dari total donasi sebagai biaya penggunaan platform sementara nominal biaya sewa 

dan batasan waktu penggunaan platform tidak dijelaskan secara transparan di awal. Hal 

ini berpotensi menimbulkan gharar (ketidakjelasan) yang menurut beberapa penelitian 

dapat mengakibatkan akad dianggap cacat atau batal secara syariah jika tidak memenuhi 

rukun dan syarat ijārah, seperti kejelasan manfaat, ujrah, dan waktu.(Ayunin, 2023) 

Selain hal tersebut, akad ijārah menurut fatwa DSN-MUI biasanya ditujukan untuk 

transaksi komersial yang melibatkan pertukaran manfaat jasa yang jelas. Sementara itu, 

penggalangan dana sosial di Kitabisa.com lebih bersifat tabarru’ (kebaikan) sehingga 

penerapan akad ijārah dalam konteks ini kurang tepat. Penelitian lain juga menunjukkan 

bahwa pelanggaran terhadap prinsip transparansi ujrah dan kejelasan manfaat dalam akad 

ijārah sering terjadi di berbagai lembaga yang mengakibatkan ketidaksesuaian dengan 

fatwa DSN-MUI (Ramdhani et al., 2023). Oleh karena itu, pelaksanaan akad ijārah yang 

dilakukan oleh Kitabisa.com masih belum sepenuhnya sejalan dengan pedoman yang 

ditetapkan oleh fatwa DSN-MUI. Hal ini terutama berkaitan dengan aspek transparansi, 

kejelasan mengenai objek akad, serta kesesuaian antara konteks akad dengan tujuan sosial 

yang bersifat non-profit. 
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Diskrepansi dan Problematika 

Beberapa elemen penting yang tidak sejalan dengan konteks dalam penerapan 

akad ijārah pada platform crowdfunding sosial seperti Kitabisa.com dapat diidentifikasi 

sebagai berikut: 

1. Objek akad 

Dalam akad ijārah, objek yang disewakan harus berupa manfaat dari barang atau jasa 

yang terukur dan terperinci, seperti layanan pengelolaan atau penggunaan aset 

tertentu.(Artado, 2023) Namun, praktik di platform Kitabisa.com, biaya diambil dari dana 

donasi tanpa adanya penjelasan yang jelas mengenai manfaat spesifik yang diperoleh oleh 

donatur atau penerima manfaat dari layanan platform tersebut. Situasi ini mirip dengan 

temuan pada kasus pembiayaan di BUMDes di mana ijārah diterapkan pada penyerahan 

uang bukan pada manfaat jasa atau barang sehingga akad menjadi tidak sesuai 

konteks.(Suhadi, 2021) 

2. Sumber pembiayaan atau dana  

Pembiayaan dalam crowdfunding sosial diperoleh dari sumbangan masyarakat yang 

bersifat tabarru’ (sukarela) bukan dari dana yang bersifat komersial atau investasi. 

Prinsip akad ijārah lebih sesuai diterapkan pada transaksi komersial yang melibatkan 

pertukaran manfaat jasa yang jelas dan bukan untuk pengelolaan dana sosial yang bersifat 

sukarela.(Artado, 2023) 

3. Tujuan akad 

Tujuan pokok dari akad ijārah adalah pertukaran manfaat layanan dengan imbalan 

tertentu, sementara tujuan utama dari crowdfunding sosial adalah pengumpulan dana 

untuk kepentingan sosial dan kemanusiaan. Penerapan akad ijārah dalam konteks ini 

menciptakan kebingungan antara tujuan sosial (tabarru’) dan mekanisme bisnis 

komersial, sehingga tidak sejalan dengan maqāshid al-syarī’ah serta prinsip-prinsip 

filantropi dalam Islam. 

4. Kejelasan ujrah dan waktu 

 Fatwa DSN-MUI mengharuskan adanya kejelasan mengenai ujrah (biaya) serta 

waktu akad yang jelas. Namun, dalam praktiknya Kitabisa.com tidak memberikan 

penjelasan yang transparan mengenai jumlah biaya (fee) dan batas waktu penggunaan 

platform, sehingga dapat menimbulkan unsur gharar (ketidakjelasan) yang dilarang 

dalam hukum syariah.(Haerullah et al., 2021) Gharar yang terjadi bemula dari upah yang 

diambil oleh platform berupa persentase bukan nominal yang jelas. Namun, jika ternyata 

upah berupa persentase itu dibolehkan, namun terdapat hal lain yang perlu diperhatikan, 

yaitu bagaimana jika dalam pelaksanaannya penggalang dana tidak mendapatkan donatur, 

maka platform juga tidak akan mendapatkan upah sehingga akad ijārah menjadi batal.  

Berdasarkan analisis di atas, perlu dikaji lebih lanjut mengenai penerapan akad 

ijārah dalam dana sosial non-profit seperti crowdfunding di Kitabisa.com yang 

menimbulkan sejumlah implikasi syariah dan etika yang signifikan. Menurut syariah, 

penggunaan akad ijārah dalam dana sosial non-profit dapat berpotensi dianggap tidak sah 

menurut syariah apabila tidak memenuhi rukun dan syarat yang telah ditetapkan dalam 

fatwa DSN-MUI. Ketidakjelasan mengenai manfaat jasa yang diberikan kepada donatur 
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atau penerima manfaat serta kurangnya transparansi mengenai fee dapat menimbulkan 

unsur gharar yang dilarang dalam syariah. Selain itu, penerapan akad ijārah untuk dana 

sosial yang bersifat tabarru’ juga tidak selaras dengan maqāshid al-syarī’ah, karena akad 

ini lebih sesuai untuk transaksi komersial ketimbang filantropi. Apabila akad dianggap 

tidak sah, maka transaksi yang terjadi berisiko batal dan dapat mengakibatkan kerugian 

bagi semua pihak yang terlibat. 

Adapun secara etika, pengambilan biaya dari dana donasi sosial tanpa adanya 

kejelasan mengenai manfaat layanan dan tanpa persetujuan yang jelas dapat mengurangi 

tingkat kepercayaan publik terhadap platform tersebut. Situasi ini juga dapat menciptakan 

pandangan negatif bahwa sebagian dari dana sosial yang seharusnya sepenuhnya 

disalurkan kepada penerima manfaat justru dipergunakan untuk kepentingan operasional 

platform dengan cara yang tidak seimbang. Praktik semacam ini berisiko menurunkan 

partisipasi masyarakat dalam kegiatan filantropi digital dan merusak semangat keikhlasan 

dalam beramal. Oleh karena itu, penerapan akad ijārah dalam dana sosial non-profit tanpa 

memperhatikan prinsip syariah dan etika dapat menyebabkan masalah hukum, 

mengurangi kepercayaan masyarakat, serta menghalangi pertumbuhan ekosistem 

crowdfunding sosial yang sehat dan berkelanjutan. 

Perbandingan antara akad ijārah dan akad lain yang lebih relevan, seperti wakālah 

bi al-ujrah dan tabarru’ dalam praktik crowdfunding sosial digital menunjukkan 

keunggulan dalam hal kesesuaian konteks, kepatuhan terhadap syariah, serta transparansi. 

Akad wakālah bi al-ujrah lebih tepat diterapkan pada platform penggalangan dana sosial 

karena posisi platform sebagai wakīl (agen) yang diberi kuasa oleh donatur untuk 

menyalurkan dana kepada penerima manfaat dengan imbalan jasa (ujrah) yang jelas dan 

transparan. Penelitian oleh Syarifuddin (2024) di Yayasan Kebaikan Ummat 

menunjukkan bahwa penerapan akad wakālah bi al-ujrah dalam pengelolaan donasi 

online dianggap sah menurut syariah, asalkan fee ditentukan dengan transparan dan tidak 

merugikan hak penerima manfaat. Dalam penelitian tersebut, proses penggalangan dana 

melibatkan beberapa akad seperti ijārah, wakālah bi al-ujrah, dan ju’ālah, namun fokus 

utama adalah pada kejelasan peran, fee, dan mekanisme penyaluran dana. Selain itu, 

penelitian ini juga menekankan bahwa pengintegrasian akad tabarru’ sebagai dasar 

pemberian dana memastikan bahwa seluruh proses tetap dalam kerangka filantropi Islam 

dan maqāshid al-syarī’ah.(Apriliani & Susilawati, 2024) Sementara itu, akad tabarru’ 

menjadi dasar utama dalam pengumpulan dana sosial, di mana para donatur memberikan 

kontribusi secara sukarela tanpa mengharapkan balasan. Akad ini sangat relevan untuk 

tujuan sosial dan filantropi serta menjamin bahwa seluruh dana yang terkumpul 

digunakan sepenuhnya untuk kepentingan penerima manfaat. Oleh karena itu, akad 

wakālah bi al-ujrah dan tabarru’ lebih cocok diterapkan dalam model crowdfunding 

sosial non-profit dibandingkan dengan akad ijārah. Hal ini disebabkan karena keduanya 

lebih menekankan pada transparansi, kejelasan dalam peran, serta tujuan sosial, dan juga 

menghindari kebingungan antara transaksi komersial dan kegiatan filantropi. 
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Tabel 1. perbandingan 

Aspek Ijārah Wakālah bi al-Ujrah Tabarru’ 

Jenis Akad Komersial 

(mu’āwadhah) 

Komersial 

(mu’āwadhah), 

namun bersifat 

amanah 

Sosial 

Tujuan Akad Komersial- 

pertukaran manfaat 

dengan kompensasi 

Perwakilan-delegasi 

distribusi dana 

Sosial-kebaikan dan 

filantropi 

Subjek Pihak Penyewa (musta’jir) 

& pemberi jasa 

(mu’jir) 

Donatur (muwakkil) & 

platform (wakīl) 

Donatur dan penerima 

manfaat 

Objek Akad  Manfaat dari jasa atau 

layanan 

Tindakan atau tugas 

yang diwakilkan 

Dana/sumbangan yang 

diberikan secara 

sukarela 

Ujrah (imbalan) Harus ditentukan 

jelas diawal akad & 

wajib berupa nominal 

atau manfaat yang 

jelas 

Harus ditentukan dan 

disepakati sebelum 

akad berlangsung 

dengan syarat 

transparan  

Tidak ada-bersipat 

ikhlas tanpa imbalan 

Kesesuaian untuk 

crowdfunding 

sosial 

Kurang tepat: 

berbasis pertukaran 

jasa, berisiko 

menimbulkan gharar 

Tepat: sesuai untuk 

skema distribusi dana 

melalui platform 

Sangat tepat: sesuai 

dengan tujuan sosial 

donasi 

Risiko Syari’ah Gharar jika manfaat, 

waktu atau ujrah 

tidak dijelaskan 

secara rinci 

Dapat diterima jika fee 

dan tugas dijelaskan 

dengan jelas 

Umumnya minim 

risiko karena tidak ada 

transaksi imbalan 

Sumber: Data diolah 

 

Urgensi Spesifikasi Akad yang Tepat 

Penentuan akad yang tepat dalam crowdfunding sosial digital sangat krusial untuk 

menjamin kepatuhan syariah, transparansi, serta perlindungan hak semua pihak yang 

terlibat. Akad yang sesuai tidak hanya berfungsi sebagai landasan hukum bagi setiap 

transaksi, tetapi juga mencegah terjadinya gharar, riba, dan praktik yang tidak etis dalam 

pengelolaan dana sosial. Dalam konteks crowdfunding sosial, penerapan akad yang tidak 

sesuai, seperti ijārah pada dana donasi dapat menyebabkan kerancuan hukum dan etika, 

mengingat akad ijārah lebih relevan untuk transaksi komersial ketimbang filantropi. Di 

sisi lain, penetapan akad seperti wakālah bi al-ujrah atau tabarru’ lebih sesuai dan 

kontekstual dengan tujuan sosial penggalangan dana, di mana platform berperan sebagai 

agen yang menyalurkan dana atau sebagai fasilitator kebaikan tanpa motif komersial yang 

utama. Akad yang tepat juga berkontribusi pada peningkatan kepercayaan publik, 

memperkuat akuntabilitas, serta memastikan bahwa seluruh dana yang terkumpul benar-
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benar digunakan untuk kepentingan penerima manfaat sesuai dengan prinsip maqāshid 

al-syarī’ah.  

Penetapan akad yang sesuai dan kepatuhan terhadap syariah dalam platform 

crowdfunding sosial digital memiliki pengaruh langsung terhadap kepercayaan 

masyarakat dan integritas sistem. Ketika platform mengimplementasikan akad yang 

sejalan dengan prinsip syariah, seperti menghindari unsur gharar, spekulasi, dan riba 

serta memastikan transparansi dan keadilan dalam setiap transaksi, kepercayaan 

masyarakat terhadap platform tersebut akan meningkat. Kepatuhan syariah juga 

menjamin bahwa seluruh proses penggalangan dan penyaluran dana berlangsung sesuai 

dengan ketentuan Islam sehingga dana yang terkumpul benar-benar digunakan untuk 

tujuan yang halal dan memberikan manfaat bagi penerima manfaat. Jika terjadi 

ketidaksesuaian akad atau praktik yang tidak transparan, masyarakat dapat kehilangan 

kepercayaan terhadap platform yang pada akhirnya akan mengurangi partisipasi 

masyarakat dalam kegiatan filantropi digital. Selain itu, pelanggaran terhadap prinsip 

syariah dapat menimbulkan masalah hukum dan etika, serta merusak tujuan utama dari 

penggalangan dana sosial. Oleh karena itu, penegakan kepatuhan syariah dan penetapan 

akad yang tepat sangat penting untuk membangun ekosistem crowdfunding yang sehat, 

kredibel, dan berkelanjutan di mata masyarakat.(Dontes Putra, 2024) 

 

Rekomendasi dan Implikasi 

Akad yang paling sesuai untuk platform crowdfunding sosial digital adalah akad 

wakālah bi al-ujrah dan tabarru’. Meskipun dalam hal ini platform kitabisa.com juga 

memberikan solusi lain dari akad ijārah, yaitu akad wakālah bi al-ujrah, namun dalam 

pelaksanaan akadnya terjadi di antara platform dan penggalang dana yang mengakibatkan 

adanya gharar karena upah yang diberikan bergantung pada ada atau tidaknya donatur.  

Dalam hal ini, pengaplikasian Akad wakālah bi al-ujrah menjadikan platform 

sebagai wakīl (agen) yang diberi kuasa oleh donatur untuk menyalurkan dana kepada 

penerima manfaat dengan imbalan fee yang jelas (dalam bentuk nominal, bukan 

persentase) dan disepakati sebelumnya. Upah yang diberikan donatur diberikan diluar 

nominal yang akan diberikan pada penggalang dana, sehingga tidak tercampur dua model 

akad dalam satu transaksi. Adapun pertimbangan lainnya, akad tabarru’ menjadi salah 

satu akad yang lebih relevan karena akad tersebut menegaskan bahwa dana yang 

dikumpulkan merupakan sumbangan sukarela tanpa imbalan sehingga sangat sejalan 

dengan tujuan filantropi sosial. Penerapan kedua akad ini mencegah kebingungan antara 

transaksi komersial dan sosial, serta memenuhi prinsip-prinsip syariah seperti kejelasan 

peran, transparansi, dan keadilan dalam pengelolaan dana sosial.(Mufrih & Hadiroh, 

2022) 

Bagi regulator seperti DSN-MUI, sangat penting untuk menyusun fatwa yang 

lebih inovatif dan responsif terhadap perkembangan ekonomi digital terutama yang 

berkaitan dengan akad dalam crowdfunding sosial. Fatwa yang ada saat ini perlu 

diperbaharui atau dilengkapi agar dapat secara spesifik mengatur mekanisme 

penggalangan dana sosial digital termasuk penetapan biaya, transparansi, serta 
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perlindungan hak-hak donatur dan penerima manfaat. Di samping itu, kerjasama antara 

DSN-MUI, OJK, dan pelaku industri digital harus diperkuat untuk memastikan penerapan 

prinsip syariah dilakukan secara konsisten di lapangan. Bagi pengelola platform 

digital sangat penting untuk memilih dan menerapkan akad yang sesuai dengan misi 

sosial platform, meningkatkan transparansi biaya, serta memberikan edukasi kepada 

masyarakat mengenai mekanisme syariah yang diterapkan. Pengelola juga harus 

memastikan bahwa seluruh proses penggalangan dan penyaluran dana dilakukan sesuai 

dengan prinsip maqāshid al-syarī’ah, serta membangun sistem pengawasan internal yang 

solid untuk mencegah terjadinya pelanggaran syariah maupun etika. 

Implementasi akad yang sesuai serta kepatuhan terhadap syariah pada platform 

crowdfunding sosial digital akan memperkuat kepercayaan publik, meningkatkan 

partisipasi dalam keuangan syariah, dan mendorong pertumbuhan ekonomi syariah di 

tingkat nasional. Regulasi yang jelas dan responsif terhadap kemajuan digital akan 

memberikan kepastian hukum serta meningkatkan daya saing industri keuangan syariah 

Indonesia di kancah internasional. Peningkatan literasi syariah dan kerjasama antar sektor 

akan mempercepat transformasi Indonesia menjadi pusat ekonomi syariah global 

sekaligus memperluas dampak sosial dan ekonomi dari gerakan filantropi digital yang 

berbasis syariah (Zubair, 2008).(Millah et al., 2025)  

 

SIMPULAN 

 Penelitian ini menyimpulkan bahwa terdapat ketidaksesuaian antara fatwa DSN-

MUI mengenai akad ijārah dan praktik yang diterapkan oleh platform crowdfunding 

sosial digital seperti Kitabisa.com, yang tidak memenuhi rukun dan syarat ijārah serta 

lebih cocok untuk transaksi komersial, bukan pengumpulan dana sosial. Akad wakālah bi 

al-ujrah dan tabarru’ dianggap lebih sesuai karena menekankan transparansi, kejelasan 

peran, dan tujuan sosial yang sejalan dengan maqāshid al-syarī’ah. Penyesuaian akad dan 

regulasi sangat penting agar crowdfunding sosial digital tetap sesuai dengan prinsip 

syariah, menjaga kepercayaan masyarakat, dan mendukung pengelolaan dana yang 

transparan dan akuntabel. Pengawasan syariah yang ketat dan regulasi yang fleksibel 

diperlukan agar inovasi ekonomi digital tetap berkembang dengan dampak positif bagi 

pemberdayaan masyarakat dan pembangunan berkelanjutan. 
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